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Abstract 

The application of Professional Ethics in various occupational worlds, 
already exists and is bound by the code of ethics of each profession, 
including the teaching profession, the profession of programmers in the 
field of information technology, business people (business), and the 
journalist profession. This professional code of ethics is the guideline and 
norm that must be adhered to in each of these professions. 
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I. PENDAHULUAN 

Penerapan Etika Profesi yang menjadi bagian dari etika sosial berkaitan 

dengan bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional 

agar diterima oleh masyarakat. Dengan penerappan etika profesi diharapkan 

kaum profesional bisa bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggung-

jawabkan tugas yang dijalankan dari segi tuntutan pekerjaannya. 

Apakah etika, dan apakah etika profesi itu ? Kata etik (atau etika) berasal 

dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau 

adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimilki 

oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang 

telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin (1993), 

etika didefinisikan sebagai “the discpline which can act as the performance index 

or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan memberikan 

semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di 

dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan 

dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk 

aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan 

prinsipprinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa 

difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara 

logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. 

Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self 
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control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk 

kepenringan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.1  

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang 

berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan 

pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua 

keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari 

dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi 

dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini 

jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di 

sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun 

penyalah-gunaan kehlian (Wignjosoebroto, 1999). Oleh karena itu dapatlah 

disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari 

masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran 

kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa 

keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, 

apa yang semual dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera 

jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) 

yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya 

akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang 

pantas diberikan kepada para elite profesional ini.2 

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup 

tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana 

seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi 

saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, 

protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga 

kepentingan masing-masing yang terlibat agara mereka senang, tenang, 

tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar 

perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang 

mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli 

maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam 

                                                        
1 R.Rizal Isnanto, BUKU AJAR ETIKA PROFESI, Program Studi Sistem Komputer 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 2009, hlm. 1. 
2 R.Rizal Isnanto, Ibid, hlm. 1-2. 
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pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana 

yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata 

Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-

ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh 

beberapa ahli berikut ini:3  

 Drs. O.P. SIMORANGKIR: etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam 

berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. 

 Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang 

tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari seg baik dan buruk, 

sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.  

 Drs. H. Burhanudin Salam: etika adalah cabang filsafat yang berbicara 

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia 

dalam hidupnya.  

Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah 

sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang 

mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan 

penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep 

seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. St. John of 

Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis 

(practical philosophy). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis 

dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita 

rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan 

pendapat orang lain.4 Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal 

menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, 

metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika 

merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku 

manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah 

laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat 

dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Etika terbagi menjadi 

                                                        
3 Ibid, hlm. 1-2. 
4 K. Bertens. 2000. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 25. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani_Kuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
https://id.wikipedia.org/wiki/Moral
https://id.wikipedia.org/wiki/Benar
https://id.wikipedia.org/wiki/Salah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Buruk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanggung_jawab&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yohanes_dari_Damaskuks&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yohanes_dari_Damaskuks&action=edit&redlink=1
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tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi 

penentuan nilai etika), danetika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).5  

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan 

baik dan buruknya prilaku manusia :  

1. ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis 

dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh 

manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif 

memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang 

prilaku atau sikap yang mau diambil.  

2. ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap 

dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup 

ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian 

sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang 

akan diputuskan.  

Etika secara umum dapat dibagi menjadi:  

a. ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana 

manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil 

keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang 

menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam 

menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di 

analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai 

pengertian umum dan teori-teori.  

b. ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam 

bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : 

Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang 

kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh 

cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat 

juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain 

dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh 

kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana 

manusia mengambil suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta 

prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.  

                                                        
5 Ibid, hlm. 24-25 

https://id.wikipedia.org/wiki/Meta-etika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Etika_normatif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Etika_terapan&action=edit&redlink=1
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ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian :  

a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap 

dirinya sendiri.  

b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku 

manusia sebagai anggota umat manusia.  

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap 

diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial 

menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun 

secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadpa 

pandanganpandangana dunia dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat 

manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian luasnya lingkup dari etika 

sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau 

bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Sikap terhadap sesama  

2. Etika keluarga  

3. Etika profesi  

4. Etika politik 

 5. Etika lingkungan  

6. Etika idiologi. 

Profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal 

yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan 

keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan 

keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut 

profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek 

pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita 

tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti 

kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai 

mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, 

sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut DE GEORGE, timbul 

kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah 

profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang 

profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut 
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pengertian profesi dan profesional menurut DE GEORGE : PROFESI, adalah 

pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah 

hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. PROFESIONAL, adalah orang yang 

mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu 

dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional 

adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu 

atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, 

sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk 

senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Yang harus kita ingat dan 

fahami betul bahwa “PEKERJAAN/PROFESI” dan “PROFESIONAL” terdapat beberapa 

perbedaan : PROFESI : - Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. 

- Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu). - 

Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. - Dilaksanakan dengan 

keterlibatan pribadi yang mendalam. PROFESIONAL: - Orang yang tahu akan 

keahlian dan keterampilannya. - Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan 

atau kegiatannya itu. - Hidup dari situ. - Bangga akan pekerjaannya.  

Kebanyakan orang menganggap bahwa pekerjaan itu sama dengan profesi, 

sehingga orang beranggapan bahwa semua pekerjaan itu merupakan suatu 

profesi. Padahal tidak semua pekerjaan itu merupakan suatu profesi. Yang 

dimaksud degan profesi itu adalah : 

 Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. 

 Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama 

(purnawaktu). 

 Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. 

 Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. 

Setelah memahami arti dari profesi tersebut, maka sekarang kita tinjau arti 

dari kode. Kode dapat diartikan sebagai tanda-tanda atau simbol-simbol yang 

berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud 

tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu 

kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang 

sistematis. Sedangkan Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu 

kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat 

maupun di tempat kerja. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa 
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Kode Etik Profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam 

melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.  

II. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah, Bagaimana Penerapan Etika 

Profesi dalam Berbagai dunia pekerjaan? 

III. PENERAPAN ETIKA PROFESI DALAM BERBAGAI DUNIA PEKERJAAN 

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. 

Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui 

rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk 

mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika 

pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa 

yang perlu kita lakukan dan yang pelru kita pahami bersama bahwa etika ini 

dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian 

etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi 

kehidupan manusianya.6  

SISTEM PENILAIAN ETIKA: 

 Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik 

atau jahat, susila atau tidak susila. 

 Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya 

atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. 

Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan 

namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah 

dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, 

sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata. 

 Burhanuddin Salam, menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 

3 (tiga) tingkat : 

a. Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih 

berupa rencana dalam hati, niat. 

b. Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti. 

c. Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau 

buruk. 

CIRI-CIRI PROFESI. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu 

melekat pada profesi, yaitu :  

                                                        
6 R.Rizal Isnanto, Ibid, hlm. 1-2. 
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1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan 

ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-

tahun.  

2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya 

setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.  

3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi 

harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.  

4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan 

selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai 

kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan 

sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu 

ada izin khusus.  

5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dengan 

melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa 

kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku 

yang berada di atas ratarata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan 

yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola 

perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya 

semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar 

profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas 

masyarakat yang semakin baik.  

PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI:  

1. Tanggung jawab - Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap 

hasilnya. - Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain 

atau masyarakat pada umumnya.  

2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja 

apa yang menjadi haknya.  

3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan 

di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya.  

SYARAT-SYARAT SUATU PROFESI:  

 Melibatkan kegiatan intelektual.  

 Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.  

 Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan.  

 Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.  
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 Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.  

 Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.  

 Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.  

 Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.  

PERANAN ETIKA DALAM PROFESI:  

 Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan 

orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok 

yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-

nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai 

untuk mengatur kehidupan bersama.  

 Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang 

menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau 

masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu 

masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian 

karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu 

kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.  

 Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku 

sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai 

pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik 

profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi 

tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya 

mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian 

klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak 

mungkin menjamahnya.  

KODE ETIK PROFESI  

Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan 

atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk 

menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. 

Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik ; yaitu 

norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan 

tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. MENURUT UU NO. 8 

(POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN) Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah 

laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-

hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama 
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diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam 

masyarakat melalui ketentuanketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang 

teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah; SUMPAH 

HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. 

Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelari: BAPAK ILMU KEDOKTERAN. 

Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah belum tentu sumpah 

ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari 

kalangan muridmuridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan 

oleh dokter Yunani ini. Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang sudah-

sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena 

yang begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. 

Jika sungguh benar zaman kita di warnai suasana etis yang khusus, salah satu 

buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini. Profesi adalah suatu 

MORAL COMMUNITY (MASYARAKAT MORAL) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai 

bersama. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi segi negative dari 

suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral 

bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata 

masyarakat. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban 

dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu 

profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik 

tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. 

Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak 

adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif 

kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi 

lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam 

kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode 

etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan 

kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya 

dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF 

REGULATION (pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi 

sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai 

moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari 

luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan citacita yang diterima oleh 

profesi itu sendiri yang bis mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan 
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harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan 

konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil 

dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. Pada 

umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada 

pelanggar kode etik. Sebagai contoh kode etik guru berikut ini: 

KODE ETIK GURU: 

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai 

bahan melakukan bimbingan danpembinaan. 

4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang 

berhasilnya proses belajar-mengajar. 

5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan 

masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa 

tanggungjawab bersama terhadap pendidikan. 

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan 

meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 

7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan 

kesetiakawanan sosial. 

8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu 

organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 

9. Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang 

pendidikan. 

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK :  

a. Sanksi moral  

b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi.  

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu 

dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena 

tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode 

etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor 

jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan 

akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu 

berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan 
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kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun 

demikian, dalam praktek seharihari control ini tidak berjalan dengan mulus 

karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggotaanggota profesi, seorang 

profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan 

pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega 

ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik 

profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan 

etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing 

pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian 

dapat melaksanakannya. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. 

Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang 

telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih 

memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih 

sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam 

etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau 

aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik 

dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional  

TUJUAN KODE ETIK PROFESI:  

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.  

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.  

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.  

4. Untuk meningkatkan mutu profesi.  

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.  

6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.  

7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.  

8. Menentukan baku standarnya sendiri.  

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :  

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip 

profesionalitas yang digariskan.  

2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang 

bersangkutan.  

3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang 

hubungan etika dalam keanggotaan profesi.  
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Etika profesi sangatlah dibutuhkan dlam berbagai bidang. Kode etik yang 

ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya 

pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, 

misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat HUKUM 

Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia dan 

lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki 

kode etik. Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-

perusahan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu 

mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan 

kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif. 

Dalam Islam, tuntunan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan 

bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah 

satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis 

seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Saw sejak beliau masih 

muda. Hanya saja beliau dalam berbisnis benar-benar  menerapkan standar 

moral yang digariskan dalam Al-Qur’an. Bekerja merupakan kewajiban setiap 

muslim. Dengan bekerja seorang muslim akan dapat mengekspresikan dirinya 

sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna didunia. Kerja 

atau amal adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya manusia ada karena 

kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan. 

Karena itu Rene Descratres, seorang filosof Perancis, mengatakan “Aku berfikir, 

maka aku ada” (Cogito ergo sum) –karena berfikir baginya adalah bentuk wujud 

manusia. Dalam ajaran islam ungkapan itu seharusnya “Aku berbuat, maka aku 

ada.”7 

Dalam islam, harga (nilai) manusia tidak lain ialah amal perbuatannya atau 

kerjanya. Inilah yang dimaksud manusia ada karena amalnya, dan bahkan 

dengan amalnya yang baik itu manusia mampu mencapai derajat yang setinggi-

tingginya, yaitu bertemu dengan Tuhannya dengan penuh keridlaan. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Kahfi, 18:10 yang artinya 

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang saleh dan jangan ia mempersekutukan seorangpun 

                                                        
7 Muhammad Indra Pratama & Hijrul Aswad, Etika Profesi Dalam Perspektif Islam,  

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri 
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2016,  
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dalam beribadat kepada Tuhannya”. Setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan 

karena Allah sama halnya dengan melakukan jihad fi sabilillah. Jihad 

memerlukan motivasi, sedangkan motivasi memerlukan pandangan hidup yang 

jelas dalam memandang sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan etos dan etos 

kerja seorang muslim harus selalu dilandasi dengan Al-Qur’an dan Hadits.8 

Penerapan Etika Profesi di Bidang Bisnis 

Dunia kerja memang menyimpan banyak sisi, secara positif orang memang 

menaruh harapan dari dunia kerja yaitu untuk memenuhi keperluan hidupnya. 

Namun tuntutan pekerjaan pun bila tidak dihadapi dengan baik dapat membawa 

tekanan bagi pekerja sendiri. Menyikapi hal tersebut mungkinada hubungannya 

dengan fenomena maraknya kegiatan eksekutif bisnis mendalami nilai-nilai 

agama. Mereka mengikuti aktivitas keagamaan seperti tasawuf, kebaktian 

bersamadan lainnya untuk mengkaji dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang 

selama ini kerap hilang dari dunia kerja. Kemerosotan nilai dalam dunia kerja 

juga diakui oleh ahli filsafat Franz Magnis Suseno, bahwa etika dalam tempat 

kerja mulai tergeser oleh kepentingan pencapaian keuntungan secepat-

cepatnya. Eika sudah tidakada lagi dan kegiatan ekonomi hanya dimaknakan 

sebagai usaha mencari uang dengan cepat. Akibatnya, perusahaan 

memberlakukan karyawan dengan buruk dan tidak menghormati setiap pribadi.9 

Etika dalam profesionalisme bisnis. Ada dua hal yang terkandung dalam 

etika bisnis yaitu kepercayaan dan tanggung jawab. Kepercayaan diterjemahkan 

kepada bagaimana mengembalikan kejujuran dalam dunia kerja dan menolak 

stigma lama bahwa kepintaran berbisnis diukur dari kelihaian 

memperdayasaingan. Sedangkan tanggung jawab diarahkan atas mutu output 

sehingga insan bisnis jangan puas hanya terhadap kualitas kerjayang asal-

asalan. Dalam pandangan rasional tentang perusahaan, kewajiban moral utama 

pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari 

kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan tersebut. Jadi, bersikap 

tidak etis berarti menyimpang dari tujuan-tujuan tersebut dan berusaha meraih 

kepentingan sendiri dalam cara-cara yang jika melanggar hukum dapat 

dinyatakan sebagai salah satu bentuk “kejahatan kerah putih”. Adapun beberapa 

                                                        
8 Muhammad Indra Pratama & Hijrul Aswad, Ibid. 
9  https://evanalurita.wordpress.com/2010/03/02/penerapan-etika-profesi-di-dunia-

pekerjaan/ di akases 5 September 2018. 

https://evanalurita.wordpress.com/2010/03/02/penerapan-etika-profesi-di-dunia-pekerjaan/
https://evanalurita.wordpress.com/2010/03/02/penerapan-etika-profesi-di-dunia-pekerjaan/
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praktik di dalam suatu pekerjaan yang dilandasi dengan etika dengan 

berinteraksi di dalam suatu perusahaan, misalnya:10 

1. Etika Terhadap Saingan. Kadang-kadang ada produsen berbuat kurang 

etis terhadap saingan dengan menyebarkan rumor, bahwa produk 

saingan kurang bermutu atau juga terjadi produk saingan dirusakdan 

dijual kembali ke pasar, sehingga menimbulkan citra negatif dari pihak 

konsumen. 

2. Etika Hubungan dengan Karyawan. Di dalam perusahaan ada aturan-

aturan dan batas-batas etika yang mengatur hubungan atasan dan 

bawahan, Atasan harus ramah dan menghormati hak-hak bawahan, 

Karyawan diberi kesempatan naik pangkat, dan memperoleh 

penghargaan. 

3. Etika dalam hubungan dengan publik  harus dujaga sebaik mungkin, agar 

selalu terpelihara hubungan harmonis. Hubungan dengan public ini 

menyangkut pemeliharaan ekologi, lingkungan hidup. Hal ini meliputi 

konservasi alam, daur ulang dan polusi. Menjaga kelestarian alam, 

recycling (daur ulang) produk adalah uasha-usaha yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam rangka mencegah polusi, dan menghemat sumber 

daya alam. 

Berbicara tentang moral sangat erat kaitannya dengan pembicaraan agama 

dan budaya, artinya kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat dipengaruhi 

oleh ajaran serta budaya yang dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis sendiri. Setiap 

agama mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral yang terpuji, apakah itu 

dalam kegiatan mendapatkan keuntungan dalam ber-“bisnis”. Jadi, moral sudah 

jelas merupakan suatu yang terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi 

kedua belah pihak. Umpamanya, dalam melakukan transaksi, jika dilakukan 

dengan jujur dan konsekwen, jelas kedua belah pihak akan merasa puas dan 

memperoleh kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terjalin kerja 

sama yang erat saling menguntungkan. Moral lahir dari orang yang memiliki dan 

mengetahui ajaran agama dan budaya. Agama telah mengatur seseorang dalam 

melakukan hubungan dengan orang sehingga dapat dinyatakan bahwa orang 

yang mendasarkan bisnisnya pada agama akan memiliki moral yang terpuji 

                                                        
10 Ibid. 
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dalam melakukan bisnis. Berdasarkan ini sebenarnya moral dalam berbisnis 

tidak akan bisa ditentukan dalam bentuk suatu peraturan (rule) yang ditetapkan 

oleh pihak-pihak tertentu. Moral harus tumbuh dari diri seseorang dengan 

pengetahuan ajaran agama yang dianut budaya dan dimiliki harus mampu 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.11 

Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha 

dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan 

internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu 

pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, 

masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang 

menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka 

inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui 

adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi 

tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika 

didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan 

pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada 

suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian. Di dunia 

pekerjaan apalagi di bagian akuntansi diperlukan sekali penerapan etika profesi 

karena memerlukan pengetahuan dan juga keterampilan dalam pelaksanaannya 

juga. Bagian akuntansi sangat diperlukan pengendalian diri dalam menjalani 

tugasnya karena pastinya akan banyak sekali godaan-godaan yang terjadi di 

dalam perusahaan.  Ketelitian juga diperlukan di bagian akuntansi sebab salah 

sedikit bisa mempengaruhi laporan keuangan yang telah dibuat dan harus pintar-

pintar dalam mempercayai seseorang di dalam perusahaan, takut-takut malah 

nanti di manipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itulah 

sangat diperlukan sekali etika profesi di dalam suatu pekerjaan agar lebih 

bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan.12 

Penerapan Etika Profesi di Bidang Teknologi Informasi 

Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, 

bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk 

mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian 

profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Apabila anggota kelompok 

                                                        
11 Ibid. 

12 Ibid. 
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profesi itu menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan 

tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba 

menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Kode etik profesi dapat 

berubah dan diubah seiring perkembangan zaman. Kode etik profesi merupakan 

pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang 

hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif 

apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi 

itu sendiri. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara 

rapi, lengkap, tanpa catatan, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik 

perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah 

perilaku yang baik-baik. Dari pengertian Kode Etik Profesi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari Kode Etik Profesi adalah:13 

 Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 

 Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 

 Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 

 Untuk meningkatkan mutu profesi. 

 Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 

 Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 

 Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 

 Menentukan baku standarnya sendiri. 

Selain tujuan di atas dapat disimpulkan pula bahwa fungsi dari Kode Etik 

Profesi adalah: 

 Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip 

profesionalitas yang digariskan. 

 Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang 

bersangkutan. 

 Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang 

hubungan etika dalam keanggotaan profesi. 

 Sanksi dari pelanggaran Kode Etik Profesi adalah Sanksi moral dan 

Sanksi yang dikeluarkan dari organisasi masing-masing. 

                                                        
13 https://evanalurita.wordpress.com/2010/03/02/penerapan-etika-profesi-di-

dunia-pekerjaan/ di akases 5 September 2018. 

https://evanalurita.wordpress.com/2010/03/02/penerapan-etika-profesi-di-dunia-pekerjaan/
https://evanalurita.wordpress.com/2010/03/02/penerapan-etika-profesi-di-dunia-pekerjaan/


 161 

Selain itu Kode Etik Profesi juga memiliki kelemahan-kelemahan. 

Kelemahan-Kelemahan dalam Kode Etik Profesi adalah : 

 Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan 

fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang 

sangat jauh dari kenyataan. 

 Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan 

mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi bisa menjadi 

pajangan tulisan berbingkai. 

 Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak 

dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata 

berdasarkan kesadaran profesional. 

 Memberi peluang kepada profesional yang untuk berbuat menyimpang 

dari kode etik profesinya. 

Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran – pelanggaran Kode Etik 

Profesi adalah : 

 · Pengaruh sifat kekeluargaan 

 · Pengaruh jabatan 

 · Pengaruh konsumerisme 

Sebagai contoh penerapan Kode Etik Profesi, berikut akan dibahas tentang 

Kode Etik seorang Profesional dalam bidang Teknologi Informasi (TI) yaitu : 

 Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai 

prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara 

professional atau developer TI dengan klien, antara para professional 

sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan 

pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan 

klien (pengguna jasa) misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. 

 Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya, ada 

beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program 

tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user; ia dapat menjamin 

keamanan (security) sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-

pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya : hacker, 

cracker, dll). 
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Penerapan Etika Profesi di Bidang Kefarmasian14 

Secara sederhana etika merupakan kajian mengenai m)ralitas - 

refleksi terhadap m)ralse(ara sistematik dan hati-hati dan analisis 

terhadap keputusan m)ral dan perilaku baik padamasa lampau, sekarang 

atau masa mendatang. moralitas merupakan dimensi nilai dari 

keputusandan  t i ndakan  yang  d i lak uk an  manus ia .  bahas a  mo ra l i t

a s  t e rm asuk  k a ta -ka t a  s eper t i  ’ hak ’ , ’tanggung jawab’, dan ’kebaikan’ 

dan sifat seperti ’baik’ dan ’buruk’ :atau ’jahat’;, ’benar’ dan’ s a lah ’ ,  ’ sesua i ’  

dan  ’ t i dak  sesua i ’ .  menur u t  d imens i  i n i ,  e t i k a  t e r u tam a  ada lah  

baga imana  mengetahuinya (knowing);   sedangkan moralitas adalah 

bagaimana melakukannya (doing). Hubungan keduanya adalah bahwa etika 

mencoba memberikan kriteria rasional bagi orang untuk menentukan keputusan 

atau bertindak dengan suatu (ara diantara pilihan (ara yang lain. #arenaetika 

berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil 

)leh manusiamaka etika merupakan bidang kajian yang sangat luas dan 

kompleks dengan berbagai cabangdan subdivisi. Etika kefarmasian 

sendiri dapat diartikan sebagai sebuah aturan atau norma yang wajib 

d i pe r ha t i k an  o leh  se t i ap  pek er j a  k e f a rmas ian  a tau  apo t ek er    

da lam m en ja l ank an  p r o f es inya  sebagai seorang tenaga ahli 

kesehatan. Dalam pelaksanaan etika kefarmasian, setiap 

apoteker dituntut untuk menerapkan nilai dan n)rma dalam etika 

kefarmasian di setiap tindak tanduk mereka. Jika terjadi pelanggaran 

terhadap norma dan aturan etika kefaarmasian tersebut, maka dapat 

dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. 5aik 

sanksi tertulis maupun tidak Secara umum apoteker diharapkan dapat 

mengaktualisasikan prinsip etika profesi dengan derajat yang lebih tinggi 

dibanding )rang lain. Prinsip etika profesi itu meliputi belas kasih, 

kompeten, dan otonomi.15 

1. Belas Kasih. memahami dan perhatian terhadap masalah )rang 

lain, merupakan  hal yang pokok dalam praktek pengobatan. 

                                                        
14  Lihat website https://www.academia.edu/9760217/etika_profesi_pancasila di 

akses 1 September 2018. 
15 https://www.academia.edu/9760217/etika_profesi_pancasila Ibid. 

 

https://www.academia.edu/9760217/etika_profesi_pancasila
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Agar dapat mengatasi masalah pasien, apoteker harus 

memberikan perhatian terhadapkeluhan8gejala yang dialami pasien dan 

memberikan nasehat yang meredakan gejala tersebut dengan 

pengobatan dan harus bersedia membantu pasien mendapatkan 

pengobatan. Pasien akan merespon dengan lebih baik jika dia merasa 

bahwa apotekernya menghargai masalah mereka dan tidak hanya 

sebatas melakukan pengobatan terhadap penyakit mereka. 

2. Kompetensi yang tinggi  diharapkan dan harus dimiliki oleh apoteker. 

Kurang kompeten dapat menyebabkan kematian atau morbiditas pasien 

yang serius. Apoteker harus menjalani pelatihan yang lama agar tercapai 

kompetensinya. Tepatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi di 

bidang kefarmasian dan kedokteran, merupakan tantangan tersendiri bagi 

apoteker agar selalu menjaga kompetensinya. Terlebih lagi tidak hanya 

pengetahuan ilmiah dan ketrampilan teknis yang harus dijaga namun juga 

pengetahuan etis, ketrampilan, dan tingkah laku. Masalah etis akan 

muncul sejalan dengan perubahan dalam praktek kefarmasian, 

lingkungan sosial dan politik.  

3. Otonomi, atau penentuan sendiri, merupakan nilai inti dari peng)batan 

yang berubahdalam tahun-tahun terakhir ini. Apoteker secara pribadi 

telah lama menikmati otonomi pengobatan yang tinggi 

dalam menetukan bagaimana menangani pasien mereka. Apoteker 

secara kolektif, profesi kesehatan, bebas dalam menentukan standar 

pendidikan farmasi dan praktek  pengobatan. Masih ada ditemukan 

(walaupun sedikit), apoteker yang menghargai otonomi,  profesional dan 

klinik mereka, dan mencoba untuk tetap menjaganya sebanyak mungkin.  

Selain terikat dengan ketiga nilai inti tersebut, etika kefarmasian 

berbeda dengan etika secara umum yang dapat diterapkan terhadap 

setiap orang. Etika kefarmasian masih terikat dengan Sumpah  dan 

k od e  e t i k  Apo tek er .  Sumpah  dan  k ode  e t i k   be r agam  d i  se t i ap  

negara  bahkan dalam satu negara, namun ada persamaan, termasuk janji  bah

wa apoteker akan mempertimbangkan  kepentingan pasien diatas 

kepentingan sendiri, tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pasien 

karena ras, agama, atau hak asasi menusia yang lain, akan menjaga 

kerahasiaan informasi pasien, dan akan memberikan pert)l)ngan darurat 
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terhadap siapapun yang membutuhkan. sejak Declaration on the Right of the 

patient tahun 1895 dimulai dengan Kalimat hubungan antara dokter, 

pasien mereka, dan masyarakat yang lebih luas telah mengalami 

perubahan yang nyata saat ini. Walaupun sekarang dokter harus 

selalu bertindak benar menurut pemikirannya, dan selalu berdasarkan 

kepentingan terbaik dari pasien, usaha yang sama juga harus tetap 

dilakukan dalam menjamin otonomi dan keadilan pasien. Saat ini 

orang-orang mulai berfikir bahwa diri mereka sendiri merupakan 

penyedia kesehatan utama bagi mereka sendiri dan bahwa peran 

tenaga kesehatan adalah bertindak sebagai konsultan dan instruktur.  

Nilai norma dari sumpah dan janji seorang apoteker mengandung 5 substansi:16 

1. Tidak mempergunakan pengetahuan kefarmasian untuk sesuatu 

yang bertentangan dengan hukum dan perikemanusiaan. 

2. Membaktikan hidup guna kepentingan kemanusiaan dalam 

bidang kesehatan. 

3. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. 

4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui karena pekerjaan 

dan kelilmuan. 

5. Dengan sungguh-sungguh berikhtiar agar tidak terpengaruh 

pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, 

politik/kepartaian dan kedudukan sosial. 

Penerapan Etika Profesi Jurnalistik 

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 17 

Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers 

Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. 

Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan 

profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. 18   Ditinjau dari segi 

bahasa, kode etik berasal dari dua bahasa, yaitu “kode” berasal dari 

bahasa Inggris “code” yang berarti sandi, pengertian dasarnya dalah ketetuan 

atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan “etika” berasal dari 

                                                        
16 https://www.academia.edu/9760217/etika_profesi_pancasila Ibid. 
17 Kode Etik Jurnalistik PWI. 

18 Sudirman. Tebba. 2005. Jurnalistik Baru. Jakarta: Kalam Indonesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kode
https://id.wikipedia.org/wiki/Etik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kode
https://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
https://www.academia.edu/9760217/etika_profesi_pancasila
http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej
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bahasa Yunani “ethos” yang berarti watak atau moral. 19  Dari pengertian itu, 

kemudian dewasa ini kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai 

himpunan atau kumpulan etika. 20   Di Indonesia terdapat banyak Kode Etik 

Jurnalistik.  Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di 

Indonesia, untuk itu kode etik juga berbagai macam, antara lain Kode Etik 

Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan 

Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), 

Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan lainnya.21  

Kode Etik Jurnalistik 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk 

memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan 

moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga 

kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar 

itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:22 

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang 

akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 

2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam 

melaksanakan tugas jurnalistik. 

3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, 

serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan 

cabul. 

5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas 

korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang 

menjadi pelaku kejahatan. 

6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak 

menerima suap. 

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber 

yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, 

                                                        
19 K.Bertens. 2005. Etika. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama. 
20 Sukardi. Wina Armada. 2007. Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang 

Pers. Jakarta: Dewan Pers. 
21 Sudirman. Tebba, Loc.Cit. 
22 Kode Etik Jurnalistik PWI. 
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menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the 

record” sesuai dengan kesepakatan. 

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan 

prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan 

suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak 

merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat 

jasmani. 

9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan 

pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 

10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita 

yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada 

pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. 

11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara 

proporsional. 

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat vital bagi wartawan, 

bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki 

sanksi fisiksekalipun, Kode Etik Jurnalistik memiliki kedudukan yang sangat 

istimewa bagi wartawan. 23  M. Alwi Dahlan sangat menekankan betapa 

pentingnya Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan. Menurutnya, Kode Etik setidak-

tidaknya memiliki lima fungsi, yaitu:24  

a. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di 

bidangnya; 

b. Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang 

profesional; 

c. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi; 

d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi; 

e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber 

Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh 

gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru 

yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ 

                                                        
23 Sukardi. Wina Armada, Loc.Cit. 
24  R.H. Siregar. 2005. Setengah Abad Pergulatan Etika Pers. Jakarta: Dewan 

Kehormatan PWI.  
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III/2006 tanggal 24 Maret 2006, misalnya, sedikitnya mengandung empat asas, 

yaitu:25  

1. Asas Demokratis. Demokratis berarti berita harus disiarkan secara 

berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak 

jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan 

publik Asas demokratis ini juga tercermin dari pasal 11 yang 

mengharuskan, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi 

secara proposional. Sebab, dengan adanya hak jawab dan hak koreksi 

ini, pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat 

harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan 

pendapatnya, tentu secara proposional.26  

2. Asas Profesionalitas. Secara sederhana, pengertian asas ini 

adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi 

teknis maupun filosofinya. Misalnya Pers harus membuat, menyiarkan, 

dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Dengan 

demikian, wartawan indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai 

norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya. 

Hal lain yang ditekankan kepada wartawan dan pers dalam asas ini 

adalah harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang 

melakukan plagiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji 

informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar 

belakang , dan off the record, serta pers harus segera mencabut, meralat 

dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf.27  

3. Asas Moralitas. 28  Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers 

dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, 

kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan 

kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral 

dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu,wartawan yang 

tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar 

asas Kode Etik Jurnalistik.[4] Hal-hal yang berkaitan dengan asas 

                                                        
25 Sukardi. Wina Armada, Op.Cit. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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moralitas antara lain Wartawan tidak menerima suap, Wartawan tidak 

menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang 

cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita 

berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas 

korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan 

anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan 

penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru. 

4.  Asas Supremasi Hukum.29 Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi 

yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk 

patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan 

sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak 

bersalah. 

IV. PENUTUP 

Kesimpulan 

Penerapan Etika Profesi dalam berbagai dunia pekerjaan, telah ada serta 

terikat dengan kode etik dari masing-masing profesi, diantaranya profesi 

guru, profesi  programmaer di bidang teknologi informasi, para pelaku usaha 

(bisnis), dan profesi wartawan. Kode etik profesi inilah yang menjadi 

pedoman dan dan norma yang harus dipatuhi dari masing-masing profesi 

tersebut. 

Saran 

Diharapkan Penerapan Etika Profesi dalam berbagai dunia pekerjaan, yang 

telah ada serta terikat dengan kode etik dari masing-masing profesi, 

diantaranya profesi guru, profesi  programmaer di bidang teknologi 

informasi, para pelaku usaha (bisnis), dan profesi wartawan, dapat 

dijalankan lebih baik lagi agar masing-masing profesi tersebut menjadi lebih 

meningkat lagi dalam menjalankan tugasnya. Disarankan pula agar Kode 

etik profesi inilah yang menjadi pedoman dan dan norma yang harus lebih 

dipatuhi dari masing-masing profesi tersebut. 

 

 

 

                                                        
29 Sukardi. Wina Armada, Ibid. 
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